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GLOSARIUM 

A 

Accessible  Dapat diperoleh, dapat menerima, dapat dicapai. 

Akad  Menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain 

dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contoh 

nya adalah akad jual-beli. 

Akumulasi  Pengumpulan, penimbunan, penghimpunan. 

Akuntansi  Seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan 

data yang berkaitan dengan transaksi ke-uangan dalam bisnis atau perusahaan. Untuk praktisi 

dalam bidang ini disebut dengan akuntan. 

Ambiguity  Bermakna lebih dari satu (sehingga kadang-kadang menimbulkan 

keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, dan sebagainya). Ambigu juga berarti bermakna ganda. 

Ambigu juga berarti taksa. 

Analisa  Suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau 

benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen 

tersebut untuk dikaji lebih lanjut. 

Aritmatik  Ilmu hitung dasar yang merupakan bagian dari matematika. Operasi 

dasar aritmatika adalah pen-jumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, Walaupun 

operasi-operasi lain yang lebih canggih (seperti persentase, akar kuadrat, pemangkatan, dan 

logaritma) kadang juga dimasukkan ke dalam kategori ini. 

Arsitektur   Seni yang dilakukan oleh setiap individu untuk meng-imajinasikan 

diri dan ilmu mereka dalam merancang bangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur 

mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro, 

yaitu perencanaan kota, perancangan perkotaan, arsitektur lanskap, hingga ke level mikro, yaitu 

desain bangunan, desain perabot dan desain produk. Arsitektur juga merujuk pada hasil-hasil 

proses perancangan tersebut. 
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Asuransi  Pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana 

pihak satu berkewajiban membayar iuran/ kontribusi/premi. Pihak yang lainnya memiliki ke-

wajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran/kontribusi/premi apabila 

terjadi se-suatu yang menimpa pihak pertama atau barang milik-nya sesuai dengan perjanjian 

yang sudah dibuat. 

Audit Forensic Tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan 

kriteria, untuk meng-hasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa di-gunakan di muka 

pengadilan. 

B 

Benchmark Suatu proses mengidentifikasikan “praktek terbaik” terhadap dua 

produk dan proses produksinya hingga produk tersebut dikirimkan. Benchmarking mem-berikan 

wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya 

baik dengan cara membandingkannya dengan industri yang serupa maupun dengan industri yang 

berbeda. Benchmarking dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan tolok ukur atau patokan. 

Bepaalbaarheid  Hal yang dapat ditentukan. 

Birokrat  Anggota dari suatu birokrasi yang menjalan tugas-tugas 

administrasi dari sebuah organisasi yang sering-kali merupakan cerminan atas kebijakan 

organisasi-nya dalam bentuk ukuran besar maupun kecil, tetapi biasanya istilah ini mengacu pada 

seseorang yang berada di dalam sebuah lembaga pemerintah. 

Brainware  Perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan 

hardware (perangkat keras) ataupun soft-ware (perangkat lunak). 

 

C 

Case approach   Suatu pendekatan yang didasarkan pada 

kasus yang pernah terjadi 
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Corporate   Suatu perkumpulan atau organisasi 

yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, sebagai pe-milik hak dan kewajiban 

memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. 

Criminal  Segala tindakan atau sesuatu yang 

dilakukan individu, kelompok, ataupun komunitas yang melanggar hukum atau suatu tindakan 

kejahatan, sehingga mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat. 

D 

Das Sein  Segala sesuatu yang menjadi 

pelaksanaan dari das sollen, baik yang sesuai dengan das sollen maupun yang bertentangan. Das 

sein adalah dunia kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, maka das sein di-sebut juga dunia 

praktek atau dunia konkret terjadinya apa yang dicita-citakan di dalam das sollen. 

Das Sollen  Segala sesuatu yang seharusnya terjadi, 

atau segala sesuatu yang diinginkan banyak pihak untuk terjadi dan menjadi hal yang lumrah dan 

dianggap baik me-nurut norma yang berlaku. Yang menjadi das sollen adalah segala sesuatu yang 

dianggap wajar terjadi oleh sebuah komunitas masyarakat. 

Delegasi  Perwakilan atau utusan dengan proses 

penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusnya menjadi salah satu 

perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Delegasi adalah pengoperan hak, tugas atau kewajiban 

oleh sesuatu badan peme-rintahan kepada badan yang lebih rendah tingkatnya. 

Delik  Perbuatan yang dapat dikenakan 

hukuman karena me-rupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tindak pidana. 

Dokumen   Bentuk rekaman yang dapat dijadikan 

alat bukti. Rekaman tersebut beraneka ragam bentuknya, namun umumnya berupa surat. Bentuk 

lain dari dokumen misalnya rekaman suara, video, atau notulensi. Dokumen digunakan untuk 

mendukung keterangan akan suatu keadaan sehingga posisi keadaan lebih meyakinkan. 

Keberadaan dokumen sangat penting karena terbatasnya kemampuan manusia. 
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E 

Eksistensial   Kemampuan  untuk  mengenal  dan  

memaknai  diri sendiri  untuk kemudian menentukan apa yang akan dilakukan dengan memilih di 

antara berbagai ke-mungkinan yang terbuka sebagai ungkapan keberada-annya (diri-sendiri) 

sebagai manusia. 

Elektrikal   Sebuah prinsip ilmu yang mencakup 

tentang hal-hal yang memerlukan tenaga listrik dalam penerapannya. 

Epistemologis  Teori pengetahuan, yaitu membahas 

tentang bagai-mana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. 

Estetika   Suatu bidang ilmu yang mempelajari 

dan membahas tentang keindahan, bagaimana suatu keindahan dapat terbentuk, serta bagaimana 

keindahan tersebut bisa di-sadari dan dirasakan oleh manusia. 

Etimologi   Cabang ilmu liguistik yang 

mempelajari asal-usul kata. 

Evaluasi   Proses menetukan nilai untuk suatu hal 

atau objek yang berdasarakan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. 

F 

Filosofis  Pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, 

kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang 

bersumber dari Pancasila dan Pem-bukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo nesia 

Tahun 1945. 

Finansial   Istilah luas yang digunakan untuk 

menjelaskan banyak aspek dari keuangan atau industri keuangan, seperti misalnya instrumen 

finansial, layanan finansial, institusi finansial, penasehat finansial atau perencanaan finansial. 
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Force majeur   Kejadian atau keadaan yang terjadi di 

luar kuasa dari para pihak yang bersangkutan. 

Forensic accounting   Praktik khusus bidang akuntansi yang 

meng-gambarkan keterlibatan yang dihasilkan dari per-selisihan aktual atau yang diantisipasi 

atau litigasi. “Forensik berarti “yang cocok untuk digunakan dalam pengadilan hukum”, dan itu 

adalah untuk yang standar dan potensi hasil yang umumnya akuntan forensik harus bekerja. 

Akuntan forensik juga disebut sebagai auditor forensik atau auditor investigasi, seringkali harus 

memberikan bukti ahli pada sidang akhirnya. 

Forensic engineering    Seorang profesional engineer yang 

memberikan ke-saksian sebagai saksi ahli (expert witness ) di depan pengadilan atas suatu 

masalah engineering yang menyangkut kepentingan masyarakat yang terkait erat dengan 

keahliannya, maka enginner tersebut sedang bertugas sebagai forensic enginner. Forensic 

engineering harus dapat menjelaskan permasalahan secara objektif, logis, faktual, netral, tidak 

bias dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti orang awam tentang cara melakukan 

investigasi untuk men-dapatkan temuan-temuan teknik evaluasi dan analisis, hasil 

evaluasi/analisis, kesimpulan, pendapat dan rekomendasi. 

Fraud   Tindakan curang yang dilakukan 

sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain (perorangan, 

perusahaan atau institusi). 

G 

Gagal Bangunan    Keadaan bangunan, yang setelah 

diserahterimakan oleh penyediajasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian 

atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ter-cantum dalam kontrak 

kerja konstruksi atau pe-manfaatannya yang menyimpang sebagai akibat ke-salahan penyedia 

jasa dan/atau pengguna jasa. 

Geen straf zonder schuld   Tiada pidana tanpa kesalahan 
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Gesetzlitches recht   Ia adalah perundang-undangan. 

Government   Sekelompok orang yang mengatur 

sebuah komunitas atau unit. Mereka menetapkan dan mengelola ke-bijakan publik dan kekuasaan 

eksekutif, politik dan berdaulat melalui bea cukai, lembaga, dan hukum dalam negara. 

Gugatan   Suatu tuntutan hak yang diajukan oleh 

penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya 

terdapat dua pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya 

gugatan umumnya karena pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan 

kewajiban yang merugikan pihak penggugat. 

H 

Harmonitas   Satu perpaduan dari bentuk apapun 

yang meng-hasilkan keselarasan. Harmoni memiliki makna positif, sehingga segala sesuatu yang 

baik dapat di terjemahkan ke dalam istilah harmoni. Segala sesuatu hendaknya senantiasa serasi, 

selaras, seimbang. 

Hermeunetik   Pemahaman atau pemberian pengertian 

atas fakta-fakta tekstual dari sumber-sumber suci (kitab suci atau sesuatu yang “murni”) 

sedemikian rupa, sehingga yang diperlihatkan bukanlah hanya makna lahiriah dari kata-kata teks 

suci itu, tetapi lebih-lebih “makna dalam” (batin, “inward meaning”) yang dikandung-nya. 

I 

Impartial   Tidak memihak, objektif, adil; dalam 

hukum arbitrase dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa seorang wasit sebagaimana halnya 

hakim, haruslah bertindak secara objektif dalam mengadili dan memutuskan perkara.  

Independen   Suatu sifat dan sikap jiwa yang mandiri 

dan tidak mau tergantung pada pihak lain dalam memenuhi ke-butuhannya. Jiwa mandiri bukan 

berarti tidak mem-butuhkan pihak lain, namun suatu karakter yang selalu berupaya menghadapi 

dan menyelesaikan sen-diri masalah yang dihadapi. 
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Infrastruktur   Semua struktur dan fasilitas dasar, baik 

fisik maupun sosial (misalnya bangunan, jalan, dan pasokan listrik) yang diperlukan untuk 

operasional kegiatan masya-rakat atau perusahaan. 

Intimidasi    Tindakan menakut-nakuti (terutama 

untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman. 

Investigasi   Upaya penelitian, penyelidikan, 

pengusutan, pen-carian, pemeriksaan dan pengumpulan data, infor-masi, dan temuan lainnya 

untuk mengetahui/ membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan se-buah fakta yang kemudian 

menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. 

J 

Jaminan   Aset pihak peminjam yang dijanjikan 

kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. 

Jasa    Setiap tindakan atau unjuk kerja yang 

ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak 

menyebabkan perpindahan ke-pemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak 

terikat pada suatu produk fisik. 

K 

Kolusi   Sikap dan perbuatan tidak jujur dengan 

membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan ke-sepakatan perjanjian yang 

diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu (gratifikasi) sebagai pe-licin agar segala 

urusannya menjadi lancar. 

Kompeten   Memiliki wewenang/kuasa dalam suatu 

hal, cakap atau mengetahui. 

Konformitas   Suatu jenis pengaruh sosial ketika 

seseorang meng-ubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. 
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Konsekuen   Sesuai dengan apa yang telah dikatakan 

atau diper-buat; berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. 

Konsensus    Sebuah frasa untuk menghasilkan atau 

menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau 

individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk 

mendapatkan konsensus peng-ambilan keputusan. 

Konsisten   Tetap (tidak berubah-ubah); taat asas; 

ajek; selaras; sesuai perbuatan hendaknya dengan ucapan. 

Konstruksi   Suatu kegiatan membangun sarana 

maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga 

dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada be-berapa area. 

Konstruktivisme   Suatu upaya membangun tata susunan 

hidup yang ber budaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) 

pembelajaran konstektual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, 

yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba. 

Kontrak   Kesepakatan antara dua orang atau 

lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. 

Kontra prestasi   Sesuatu yang harus diberikan oleh satu 

pihak atas prestasi pihak yang lain. 

Korporasi   Badan hukum yang keberadaan dan 

kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum 

perdata. 

Korupsi    Tindakan pejabat publik, baik politisi 

maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar 

dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasa-kan kepada mereka untuk 

mendapatkan keuntungan sepihak. 
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KUHPerdata   Suatu aturan hukum yang dibuat oleh 

pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli, yaitu 

dari Eropa, Tionghoa, dan timur asing. Namun, berdasarkan kepada Pasal 2 Aturan Peralihan 

Undang-Undang Dasar 1945, se-luruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda 

berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi). 

 

 

L 

Legislasi   Dalam arti sempit merupakan proses 

dan produk pem-buatan undang-undang (the creation of general legal norm by special organ), 

dan regulasi (regulations or ordinances). Legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan 

peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan dari 

undang-undang (delegation of rule making 

power by the laws). 

Litigation support  Kesaksian ahli. 

Logis   Sesuai dengan logika; benar menurut 

penalaran; masuk akal. 

M 

Manajemen   Sebuah proses untuk mengatur sesuatu 

yang dilaku-kan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi 

tersebut dengan cara be-kerjasama memanfaatkan sumber daya yang di-miliki. 

Mark up   Selisih harga jual barang dengan biaya 

harga barang/ jasa. 

Mekanikal   Sebuah prinsip ilmu yang mencakup 

tentang hal-hal mekanis, yang intinya memerlukan prinsip mekanis dalam penerapannya. 
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Metode    Prosedur atau cara yang ditempuh 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

Modus operandi   Cara operasi orang perorang atau 

kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. 

Monopoli   Penguasaan pasar yang dilakukan oleh 

seseorang atau perusahaan atau badan untuk menguasai penawaran pasar (penjualan produk 

barang dan atau jasa di pasar-an) yang ditujukan kepada para pelanggannya. 

Moral   Sesuatu yang berhubungan dengan 

prinsip-prinsip tingkah laku; akhlak, budi pekerti, dan mental, yang membentuk karakter dalam 

diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan buruk. 

N 

Negatief wettelijk  Teori pembuktian negatif menurut undang-undang.  

overtuiging  Baik KUHAP maupun HIR menganut teori ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 

KUHAP dan yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, 

kecuali apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia mem-peroleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang ber-salah 

melakukannya. 

Nepotisme   Lebih memilih saudara atau teman 

akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. 

Norma   Seluruh kaidah dan peraturan yang 

diterapkan melalui lingkungan sosialnya. 

Normatif   Berpegang teguh pada norma; menurut 

norma atau kaidah yang berlaku. 

O 

Observasi   Aktivitas terhadap suatu proses atau 

objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami penge-tahuan dari sebuah fenomena 
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berdasarkan penge-tahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan 

informasi-informasi yang dibutuh kan untuk melanjutkan suatu penelitian. 

Ontologi   Asas dalam menerapkan batas atau 

ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan (objek onto-logis atau objek formal dari 

pengetahuan) serta penafsiran tentang hakikat realita (metafisika) dari objek ontologi atau objek 

formal tersebut dan dapat merupakan landasan ilmu yang menanyakan apa yang dikaji oleh 

pengetahuan dan biasanya berkaitan dengan alam kenyataan dan keberadaan. 

Optimalisasi   Terbaik, tertinggi, paling 

menguntungkan, menjadi-kan paling baik, menjadikan paling tinggi, peng-optimalan proses, cara, 

perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagai-nya) sehingga 

optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai 

sebuah desain, sistem, atau keputusan) men-jadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau 

lebih efektif. 

Otoritas   Kekuasaan yang sah yang diberikan 

kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabat-nya menjalankan 

fungsinya; hak untuk bertindak; kekuasaan; wewenang;  hak melakukan tindakan atau hak 

membuat peraturan untuk memerintah orang lain. 

Overmacht   Suatu kejadian yang terjadi di luar 

kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat 

dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

P 

Pacta sunt servanda   Asas dasar dalam hukum perdata dan 

hukum inter-nasional. Pada dasarnya asas ini menyatakan bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak 

yang melakukan per-janjian, sehingga kewajiban-kewajiban yang ditetap-kan oleh perjanjian ini 

harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
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Pajak   Iuran rakyat kepada negara berdasarkan 

undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. 

Paradigma   Cara pandang orang terhadap diri dan 

lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, ber-sikap, dan bertingkah laku. 

Pemborongan   Suatu perjanjian di mana pihak yang 

satu, si pem-borong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu bagi 

pihak yang lain, yaitu pihak yang memborongkan, dengan menerima harga yang telah ditentukan. 

Perjanjian   Kesepakatan antara dua orang atau 

lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak 

diatur dalam KUHPerdata Indo-nesia. 

Perjanjian campuran   Perjanjian yang mengandung berbagai 

unsur per-janjian. 

Perjanjian liberatoir   Perjanjian di mana para pihak 

membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan utang. 

Perjanjian pembuktian   Perjanjian di mana para pihak 

menentukan pembukti-an apakah yang berlaku di antara mereka. 

Perjanjian publik   Perjanjian yang sebagian atau 

seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah 

pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. 

Perjanjian untung-  Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. 

untungan  

Positief wettelijk  Sistem     atau    teori  pembuktian   menurut   undang-  

Bewijstheorie undang secara positif. Sistem pembuktian positif ber-gantung pada 

alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Undang-undang telah 

menentu-kan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana 

hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus 
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terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan 

sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim 

berkeyakinan bahwa ter-dakwa tidak bersalah. 

Prestasi  Hasil dari usaha. Prestasi diperoleh dari usaha yang telah dikerjakan. 

Dari pengertian prestasi tersebut, maka pengertian prestasi diri adalah hasil atas usaha yang 

dilakukan seseorang. 

Public procurement  Pengadaan barang kebutuhan pemerintah) belanja negara untuk 

membeli barang-barang kebutuhan pe-merintah, misalnya pengadaan barang-barang untuk 

proyek pembangunan. 

R 

Rechtsstaat  Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada 

warga negaranya. 

Rekayasa forensik  Penerapan prinsip-prinsip teknik dan metodologi untuk menjawab 

pertanyaan dari fakta. 

Rekonstruksi  Sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk 

memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar. 

Responden  Seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

Retitutio in integrum  Kekacauan dalam masyarakat, haruslah dipulihkan pada keadaan 

semula/aman. 

Responsif Cepat (suka) merespons; bersifat menanggapi; ter-gugah hati; bersifat 

memberi tanggapan (tidak masa bodoh). 

Retribusi  Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk ke-pentingan 

pribadi atau badan. 

S 
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Sosiologis   Peraturan yang dibentuk untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosio-logis sesungguhnya 

menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan 

negara. 

Spesifikasi   Proses, cara, perbuatan melakukan 

pemilihan (perinci-an); perincian (tentang rencana, proposal, dan se-bagainya); pernyataan 

tentang hal-hal yang khusus (dalam perjanjian dan sebagainya). 

Statute approach  Suatu pendekatan yang mengacu pada 

peraturan per-undang-undangan. 

Subversi   Salah satu upaya pemberontakan dalam 

merobohkan struktur kekuasaan termasuk negara. 

Syariah    Aturan atau ketetapan yang Allah 

perintahkan kepada hamba-hambaNya, seperti : puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh kebajikan. 

  T 

Terdakwa   Seseorang yang diduga telah 

melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan peme-riksaan di muka 

sidang pengadilan. 

Teritorial   Mengenai bagian wilayah (daerah 

hukum) suatu negara : perairan, lautan dekat pantai suatu negara yang menjadi hak negara 

tersebut. 

U 

Ubi societas, ibi ius  Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. 

Ubi jus incertum, ibi jus     Di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada  

nullum     kepastian hukum. 

W 
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Wanprestasi   Pelaksanaan kewajiban yang tidak 

dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak 

melaksanakan apa yang telah diper-janjikan maupun malah melakukan sesuatu yang me-nurut 

perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Waralaba   Hak-hak untuk menjual suatu produk 

atau jasa mau-pun layanan. Berdasarkan perundang-undungan di Indonesia, waralaba adalah 

perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan/atau menggunakan hak 

dari kekayaan intelektual atau per-temuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan 

suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka 

penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. 

 

 

Y 

Yuridis   Menuruti hukum yang telah diakui oleh 

pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang me-langgarnya akan mendapatkan 

teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhinya dan 

mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diber-lakukan. yuridis 

memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang ber-bentuk tulisan 

tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan 

hukum adat. 

Z 

Zoon politicon   Sebuah istilah yang digunakan oleh 

Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial. Kata zoon politicon me-rupakan padanan kata dari 

kata zoon yang berarti “hewan” dan kata politicon yang berarti “ber-masya-rakat”. Secara harfiah 

zoon politicon berarti hewan yang bermasyarakat. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan 

bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, sebuah 
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hal yang membedakan manusia dengan hewan. Manusia berbeda dengan hewan karena mereka 

memiliki akal (logos) kualitas yang me-mungkinkan manusia untuk berbicara, mengkritik, 

dengan sengaja, mengatakan benar dari yang salah. 
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